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ST ANDARISASI BIA YA GIA TAN DAN HONO , BIA YA PEMELIHARAAN, 
DAN ST AND SASI HARGA PENGADX: BARANG/JASA 

KEBUTUHAN PE RINT AH KOTA PE ONGAN T AHUN 2008 

WALIKOTA PEK.AL01ifAN 

Menimbang bahwa a ar perencanaan dan pel+aan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah ota Pekalongan Tahun Ahggaran 2008 dapat berjalan tertib, 
lancar, rdayaguna _dan. berhasil ~ sesuai ketentuan peraturan per
Undang- ndangan yang berlaku, dfpandang perlu menetapkan Peraturan 
Waliko tentang Standarisasi Biafa Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemer dan Standarisasi Har~ Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan 
Pemerin Kota Pekalongan Tah1 f 008; 

Mengingat 1. Un g-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lin~gan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Teng Jawa Barat dan Daerah ~~ewa Yogyakarta; 

2. Und g-Undang Nomor 32 ~ahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dae (Lembaran Negara R~pblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 ambahan Lembaran Negapi Republik Indonesia Nomor 4437) 
seb · mana telah diubah den~ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
200;tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• 
lfn g . Nomor 3 Tabun 2~ tentang Perubahan Atas Undang-
Un g Nomor 32 Tahun 2004 tpitang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undahg-Undang.(Lembaran N ara Republik lndonedia Tahun 2005 
·Norn r 108, Tambahan Lembanttt Negara Republik Indonesia Nomor 

4548~; 

3. Un;g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Ke gan Antara Pemerinra Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Le aran Negara Repµblik 

I 
donesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tam ahan Lembaran Negara Negara Republik Indon~sia Nomor 
4438; 

4. Pera Pemerintah Nomo, 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Ba Wilayah Kotamadya Dae~ Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 
Daerih Tingkat II Pekalong~ clan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Ba~g (Lembaran Negara Rep~~lik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tam ahan Lembaran Negara Rttl)ublik Indonesia Nomor 3381 ); 

5. Pe•"'"tt,,,..,,.n Pemerintah Nomor ~8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Ke gan Daerah (Lembaran ~gara Republik Indonesia Tahun 2005 
Norn r 140, Tambahan· Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 
4578; 

~ 



Memperhatikan 

Menetapkan 

6. Pera Pemerintab Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Baran milik Negara/Daerah ( baran Negara Republik Indonesia 

Indon sia Nomor 4609); 

7. Kepu Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pel~ Pengadaan Barang/ asa Pemerintah sebagairnana telah 
be pa kali diubah terakhir ,, ngan Peraturan Presiden Nomor 8 
tah 2006 tentang Perubahan k mpat atas Keppres Nomor 80 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Repub

1
" Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 

Tam ahan Lembaran Negara Nomor 4330); 

8. Pera Daerah Nomor 7 
1 
~ahun 2003 tentang Pokok-pokok 

Pen elolaan dan Pertan~1µawaban Keuangan Daerah Kota 
Pek ongan (Lembaran Daeralt Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 
200 Seri D Nomor 32); 

9. Pe Daerah Kota Pekal?pgan Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Pen elolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 
200 ); 

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

TURAN W ALIKOTA PEKALONGAN TENT ANG 
ARISASI BIA YA l(EGIA TAN DAN HONORARIUM, 

B A PEMELil-lARAAN~ DAN ST ANDARISASI HARGA 
PE GADAAN BARANG/J.;\SA KEBUTUHAN PEMERINT AH 
KO A PEKALONGAN T AHUN 2008; 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota • · yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pe , ongan, 
2. DPRD adalah Dewan P rwak.ilan Rakyat Daerah ~ota Pekalongan . 
3. Standarisasi harga ad ah pembakuan harga b~g sesuai jenis spesifikasi dan kualitas 

dalam satu periode te ntu. 

Pasal ~ 

Standarisasi Biaya Kegi~tan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga 
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintab K0ta Pekalongan Tahun 2008 sebagaimana 
tercantum dalam Lampirajl Peraturan ini. 

Pasal 3 

Standarisasi Biaya Kegrtan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan clan Standarisasi Harga 
Pengadaan Barang seb~aimana dimaksud Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah 
termasuk Pajak Pertam'1han Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), sebagai pedoman 
penyusunan perencanaad

1

Tahun Anggaran 2008. 

I Pasal 4 

Pelaksanaan pemetitumJm dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku 
pada saat pekerjaan/pen adaan dilaksanakan dan ~dak melampaui harga tertinggi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal ' , serta dapat dinegoisasi ~ profesional dalam rangka mewujudkan 
asas efesiensi dan alum bilitas sesuai ketentuan r perundang-undangan yang berlaku. 

I 

I 
I 

I I 



·'.I 

I 

(2) 

(3) 

Pasal 5 

patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor I perasional dinas dan suku cadang 
kendaraan bermotor, dite pkan mendasarkan Pad4 harga yang dikeluarkan oleh agen 
tunggal pemegang merk. ·I 

Patokan harga satuan un buku-buku perpustak, ditetapkan mendasarkan pada harga 
yang dikeluarkan oleh pen . rbit. 

Patokan harga satuan ob -obatan generik berpedoty-F, pada harga yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan, s gkan untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang 
dikeluarkan oleh pabrik o t. I 

Pasal 6 I 
Apabila dalam anggaran berj 
sebagaimana dimaksud dalam P 
nasional, atau barang-barang y 
peraturan yang lebih tinggi h 

an terdapat kenaikan wJga yang melebihi harga tertinggi 
2 sebagai akibat fl~i mata uang rupiah yang berdampak 

g berharga satuannya b~Ib diatur dalam peraturan ini atau 
mendapat ijin W alikota Pekalongan. 

I 

Pasal 7 

Dengan ditetapkannya Pera W alikota ini, maka Peratyran W alikota Pekalongan Nomor 20 
Tahun 2006 tentang Standarisas lndeks Harga Kegiatan ~ Honorarium, Biaya Pemeliharaan 
dan Standarisasi Harga Barang ota Pekalongan Tahun 2091 dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada ! ggal diundangkan 

Agar setiap orang men?etah➔n~a, memerintahkan per,gundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Benta Da · rah Kota Pekalongan 

DiUfWJkan di Pekalongan 
pada tanggal 5 Bopembei- 2007 

W ALIKOTA PEKALONGAN 

MOfIAMAD BASYIR AHMAD 
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